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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dihubungkan 

dengan landasan teori, undang – undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap telah 

mengikuti prosedur perpajakan dengan baik berdasarkan UU No. 36 

tahun 2008. 

2 Perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan 

menggunakan gross method, net method, gross up method, dan mixed 

method yang paling efektif adalah dengan menggunakan gross method 

dan net method dan yang paling efisien adalah dengan menggunakan 

gross up method, karena penggunaan metode ini memberikan keuntungan 

bagi pihak karyawan maupun pihak perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menyarankan sebaiknya  

PT. Sentral Aircon Raya menggunakan gross up method dalam perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21, karena dengan penggunaan metode ini bisa membuat 

karyawan merasa puas dan merasa diperhatikan sehingga bisa meningkatkan 

motivasi karyawan dengan pemberian tunjangan pajak. Bagi pihak perusahaan 

juga akan mendapatkan penghematan pajak dari perhitungan menggunakan gross 

up method. 
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